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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Anugerahnya kami 

dapat menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Namlea untuk yang 

Tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dibuat berdasarkan surat 

Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 

2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor: W27-U/1558/OT.01.2/12/2019 

tanggal 17 Desember 2019  perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 

2019. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun untuk yang pertama kali sebagai 

bentuk dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan penyelesaian 

perkara maupun kegiatan administrasi pada Pengadilan Negeri Namlea selama Tahun 

2019. Laporan ini memuat hasil kinerja dari manajemen perkara, administrasi umum dan 

sumber daya manusia dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan, 

oleh karena itu saran, masukan maupun petunjuk sangat kami harapkan untuk perbaikan 

laporan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. 

Terima Kasih. 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA 
 
 
 
 

SAMUEL GINTING, S.H., M.H 
NIP. 197502262000011001 
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A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

 

          Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan 

bahwa Sasaran Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya 

supremasi Hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah guna menciptakan Good Governance dalam penyelenggaraan ketata 

pemerintahan sangat urgent untuk di kedepankan sehingga praktek peradilan dan penampilan 

(performance) peradilan akan semakin tertib, handal, jujur, berwibawa dan bermartabat di mata 

publik secara gamblang/transparan. Hal ini terdorong oleh karena adanya tuntutan publik akan 

kemandirian Hukum, keadilan, serta supremasi hukum di negara ini.  

 

Kekuasaan Badan Peradilan adalah Kekuasaan Negara yang merdeka dalam menjalankan 

kekuasaan Kehakiman demi penegakan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

beserta badan-badan Peradilan yang ada di bawahnya, di antaranya adalah Badan Peradilan Umum 

yang pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. 

 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia  Nomor : 14 tanggal 26 April 2016 yang merupakan salah satu Peradilan Umum yang 

berada di bawah Pengadilan Tinggi Ambon,  mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan 

mengadili perkara pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  2  Tahun 

1986 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, 

dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 

 

 

P E N D A H U L U A N 
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B.  VISI  DAN  MISI 

 

1.  V i s i 

       Visi Badan Peradilan adalah  :  

        “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea yang Agung “. 

 

2. M i s i  

Misi Badan Peradilan  

Untuk mewujudkan Visi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan 

di Indonesia, maka Misi yang merupakan gerakan moral dan komitmen bersama dalam upaya 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah:  

 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Namlea; 

2. Memberikan pelayaan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Namlea; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Namlea; 

 

C. RENCANA STRATEGIS 
 

Sebagai implikasi dari Visi dan Misi tersebut di atas, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) 

yang bermuatan kebijakan starategis, kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan tahunan  yang 

disusun dan ditata secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan 

faktor internal maupun eksternal organisasi yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman kerja 

maupun sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana guna 

penyempurnaan program selanjutnya agar tepat guna dan tepat sasaran. 

Sesuai dengan tuntutan publik terkait dengan Supremasi Hukum maka dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Pengadilan Negeri Namlea Kelas II, perlu adanya suatu Rencana Strategis yang baik 

sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang merupakan tuntutan masyarakat 

dimaksud terkait dengan   kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi  hukum, proses 

peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya  ringan tanpa meninggalkan faktor transparansi. 
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Di mana Rencana Strategi ini sifatnya fundamental dan perlu mendapat perhatian guna 

perkembangan Hukum dan kondisi masyarakat Kabupaten Buru, kondisi internal dari Pengadilan 

Negeri Namlea Kelas II maupun kondisi perkembangan Hukum dan masyarakat secara nasional 

menuju masyarakat sadar dan patuh hukum. 
 

Selain itu, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berisikan kajian kegiatan secara 

sistematik yang terakumulasi dalam tahapan kegiatan tahunan yang terinci dan berkesinambungan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi: 
 

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia. 

2. Meningkatkan disiplin kerja sesuai SOP 

3. Peningkatan penyelesaian perkara. 

4. Pembenahan manajemen administrasi perkara. 

5. Peningkatan pengawasan baik struktur maupun fungsional. 

6. Pembentukan lingkungan kerja yang aman, nyaman, asri dan suasana kerja yang optimis. 

7. Pemberian akses yang luas  dan bertanggung jawab sebagai kontrol dan koreksi kinerja. 

8. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan 

untuk peningkatan kualitas kerja, dengan demikian terciptalah pelayanan publik yang maksimal. 
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A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM 

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri Namlea yakni meneri ma, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2019 baik Perkara Pidana, Perkara Perdata yang 

diproses di Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilaporkan sebagai berikut :  

 

 Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

No. Klasifikasi 
Perkara 

Masuk 

Perkara 

Putus 

Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Biasa 64 61 3 
Perkara 

Masuk, Putus, 
Sisa di Tahun 

2019 
2 Pidana Anak 2 2 - - 

3 Perdata Gugatan 6 5 1 

Putus  

 Sisa 2018 :  

3 Perkara 

 Putus 2019 : 

3 Perkara 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

5 Perdata Permohonan 15 15 - - 

 

 

 

 

 

 

PENGELOLAAN PERKARA 
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 Keadaan Perkara Tingkat Banding 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Biasa 2 2 - 
Cabut banding 

sebanyak 1 
Perkara 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan - - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana X X X X 

5 Perdata Permohonan X X X X 

 

 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Biasa 2 2 - 
Kirim kasasi 

sebanyak   
11 perkara 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan - - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana X X X X 

5 Perdata Permohonan - - - - 

 

 

 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Biasa - - - - 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan - - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

6 Perdata Permohonan - - - - 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 
 

 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

No. Klasifikasi Sisa Tahun Lalu Putus Keterangan 

1 Pidana 3 3  

2 Pidana Anak - -  

3 Perdata Gugatan - - 

Sisa perkara tahun 

2018 yang diputus 

tahun 2019 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - 

5 Perdata Permohonan - - - 

 

 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

 

 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 

No. Klasifikasi 
Perkara 

Masuk 

Perkara 

Banding 

Perkara 

Kasasi 

Perkara 

PK 
Ket. 

1 Pidana Biasa 64 2 2 - 

Putus 
2019 

sebanyak 
61 

Perkara 

2 Pidana Anak 2 2 2 - - 

3 Perdata Gugatan 6 - - - - 

4 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
X X X X X 

5 Perdata Permohonan 7 X X X - 

No. Klasifikasi 
Perkara Selesai (Telah 

Minutasi) 
Perkara Aktif (Belum 

Minutasi) 
<= 5 Bulan > 5 Bulan <= 5 Bulan > 5 Bulan 

1 Pidana Biasa 64 - - - 
2 Pidana Anak 2 - - - 
3 Perdata Gugatan 6 - - - 
4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 
5 Perdata Permohonan 15 - - - 
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 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi 

No. Perkara Masuk Dilakukan 
Mediasi 

Mediasi Berhasil Keterangan 

1 - - - Nihil  

 

 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil di Diversi 

No. Perkara Masuk Dilakukan Diversi Diversi Berhasil Keterangan 

1 - - -  

 

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 
 

Guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung melalui 

peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan dengan mendorong optimalisasi kemampuan dan 

efektifitas sumber daya manusia pada lembaga peradilan,  maka Pengadilan Negeri Namlea Kelas 

II berupaya melakukan perbaikan pelayanan baik ke dalam maupun ke luar. 

Dengan dibentuknya Tim Akreditasi Penjamin Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II Nomor 

10/KPN.Nla/SK/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjamin 

Mutu pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II, maka dimulai lah rangkaian panjang pembenahan 

baik itu fisik bangunan, tata kerja, dokumentasi maupun budaya kerja di lingkungan Pengadilan 

Negeri Namlea Kelas II. Hal ini dilakukan bukan semata demi mempertahankan Akreditasi dari 

Dirjen Badan Peradilan Umum tetapi disadari bahwa semua itu demi kemajuan dunia peradilan 

melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang prima tanpa meninggalkan sisi transparansi. 

Beberapa pembenahan yang dilakukan secara berkesinambungan di Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II dapat disampaikan sebagai berikut : 

 Penekanan pada kebersihan sarana dan prasarana kantor tiap saat; 

 Pembenahan Ruang Arsip; 

 Pembenahan Ruang Mediasi; 

 Pembenahan Meja PTSP dan Pojok e-Court; 

 Pembenahan Register Perkara 
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 Pembenahan Ruang Tunggu Pengunjung Sidang; 

 Pengecekan dan pembenahan dokumentasi tiap bagian; 
 

Dalam tahun 2019 telah dilaksanakan Pengawasan Reguler oleh Pengadilan Tinggi Ambon 

yaitu pada tanggal 24 – 26 Juni sebanyak 4 Orang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

administrasi umum maupun perkara yang berdampak pada semakin baiknya sistem administrasi 

maupun pelayanan yang dapat diberikan Pengadilan Negeri Namlea Kelas II kepada stake holder 

nya/ masyarakat.    

 kemudian pada tanggal 25 September 2019, Pengadilan Negeri Namlea mendapat 

kunjungan dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung sebanyak 3 orang untuk mengecek lokasi 

pembangunan gedung baru yang nantinya akan dianggarkan oleh Mahkamah Agung, dan pada 

tanggal 28 November 2019 Pengadilan Negeri Namlea juga mendapat kunjungan dari Biro 

Keuangan Mahkamah Agung untuk memonitor sekaligus mengevaluasi penyerapan anggaran 

DIPA 01 dan 03 Pengadilan Negeri Namlea TA 2020.  

Pengawasan Eksternal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Namlea berupa 

pengawasan  pada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Namlea sebanyak 2 (dua) kali.           

 

- Posbakum (Alokasi dan Realisasi Anggaran) 

Guna menjamin hak setiap warga negara setara dan berkeadilan di hadapan hukum, 

maka penerapan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II tetap 

menjadi salah satu prioritas utama, dengan berdasarkan MoU antara Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II dan Advokat Nomor: W27-U6/33/OT.01.3/1/I/2019 tanggal 29 Januari 

2019. 

 

No. Bulan 
Klasifikasi 
Perkara 

Jenis Layanan Jumlah Ket. 

1 Januari 
Pidana 

 
Perdata 

Pendampingan di 
PENYIDIKAN 

 
Pendampingan di 

Persidangan 

1 
 
- 
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2 Februari 
Pidana 

 
Perdata 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan di 
Persidangan 

1 
 
- 

 

3 Maret 

Pidana 
 
 

Perdata 

Pendampingan di 
PENYIDIKAN 

 
Pendampingan di 

Persidangan 

1 
 
 
- 

 

4 April Pidana Pendampingan di 
Persidangan 7  

5 Mei Pidana Pendampingan di 
Persidangan -  

6 Juni 
  Pidana Konsultasi 3  

7 Juli Pidana 

Pendampingan di 
PENYIDIKAN 

 
Pendampingan di 

Persidangan 

1 
 
 
- 

 

8  Agustus Pidana Pendampingan di 
Persidangan 3  

9 September Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan dan di 

Penyidikan 
Pendampingan di 

Persidangan 

3 
 
 

17 

 

10 Oktober Pidana Pendampingan di Penyidikan 
dan Proses Mediasi 3  

11 November Pidana Pendampingan di 
Persidangan 4  

12 Desember Pidana Pendampingan di 
Persidangan 2  

TOTAL 46  

 

- Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Layanan Posbakum adalah sebagai berikut : 

- Alokasi Anggaran :  Rp. 24,000,000,- 

- Realisasi  :  Rp. 24,000,000,-  

- Sidang Keliling 

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Namlea tidak melaksanakan Sidang Keliling 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

sangat menentukan sehingga perlu dipacu dan didorong lewat pendidikan dan pelatihan secara 

simultan. 

Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II pada akhir tahun 

2019 sebanyak : 3 (tiga) orang Hakim, 9 (sembilan) orang Calon Hakim, 12 (Dua Belas) orang 

pegawai, 4 (Empat) orang tenaga honor. 
 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Komposisi Sumber Daya Manusia Yudisial yang bertanggung jawab di Bidang Teknis Yudisial di 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel.3.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

 

NO TENAGA TEKNIS PANGKAT/GOL KETERANGAN 

1 Ketua :     
Samuel Ginting, S.H., M.H IV/a   

2 Wakil Ketua :     
Yogi Rachmawan, S.H., M.H IV/a   

3 Hakim :   

Iksandiaji Yuris Firmansah, SH., M.Kn III/c  

4 Panitera :   

Dum V.V. Matauseja, S.Sos IV/a  

6 Panitera Muda Perdata :   

Etly Janctje Lessil, SH III/b  

7 Panitera Muda Pidana :     
Ashari Marasabessy, SH 
Staf: Priansa Eka Setiawan, SH 

III/b 
III/a 

  
CPNS 

      
8 Panitera Muda Hukum :     

Muhamad Zulkarnaen Tamher, S.Kom, SH III/c   
 

 

SUMBER DAYA MANUSIA 
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9 Panitera Pengganti :     
  - Alfredo Titaheluw, SH III/b   

10 Jurusita/ JSP :     

  - Zamri Sampalu (JSP) II/c 
Diperbantukan di 
Kepaniteraan Perdata 

 

Komposisi tenaga teknis yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berdasarkan pangkat/golongan ruang 

sebagai berikut : 

 Pembina  (IV/a) : 3 orang 

 Penata   Tk I (III/d) : - orang 
 Penata     (III/c) : 5 orang 
 Penata  Muda Tk I (III/b) : 4 orang 
 Penata Muda (III/a) : 11 orang 
 Pengatur (II/c) : 1 orang 

Komposisi tenaga teknis yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berdasarkan tingkat Pendidikan 

sebagai berikut  : 

 Magister (S2) : 4 orang 
 Sarjana (S1) : : 19 orang 
 D3 : - orang 
 SLTA : 1 orang 

 

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Tenaga Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan administrasi di 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel.3.2.  Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

NO TENAGA NON TEKNIS PANGKAT/GOL KETERANGAN
1  Sekretaris :

Yonri Coosyan Batoek, S.Kom III/c

2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan :
Meidiyanto, SE III/c

3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organiasi dan Tata Laksana :

Nike Gaspersz, S.AP III/b
Staf : Hendro Maulana, SH III/a

4 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Agli Samallo, SH III/b

 Komposisi sumber daya manusia non teknis Yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II 

berdasarkan kepangkatan/golongan ruang sebagai berikut : 

 Penata (III/c) : 2 orang 
 Penata Muda Tk I (III/b) : 2 orang 
 Penata Muda (III/a) : 1 orang 

 

 

 

Komposisi sumber daya manusia non teknis yudisial Pengadilan Negeri Tual Kelas II berdasarkan tingkat 

pendidikan sebagai berikut  : 

 Sarjana (S1) : 5 orang 
 

- Rekruitmen (tidak ada) 

 Mutasi 

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas 

pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan 

pengalaman regional maupun nasional.  

Mutasi Keluar Tahun 2019 Pengadilan Negeri Namlea: 
 
- 
 
 
 
Mutasi Masuk Tahun 2019 Pengadilan Negeri Namlea : 
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- Mutasi Bapak Alfredo Stevio Titaheluw, S.H Staf Fungsional Umum dari Pengadilan Negeri 

Ambon menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II. 

- Promosi 

Selain itu mutasi diartikan pula sebagai promosi yang dilaksanakan dengan memperhatikan 

kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengalaman, kejujuran serta syarat-

syarat obyektif lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS). 

  Untuk itu,  Pengadilan Negeri Namlea selama tahun 2019, promosi yang terjadi adalah sebagai 

berikut : 

- PELANTIKAN   DALAM TAHUN 2019  

- Pelantikan Saudara Alfredo Stevio Titaheluw, SH sebagai Panitera Pengganti pada tanggal 19 
Februari 2019 

- Pelantikan 9 (Sembilan) orang Calon Hakim Pengadilan Negeri Namlea Kelas II menjadi 
Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II di satuan kerja magang yang 
ditempatkan. 

-  

- Pensiun 

- 

- Diklat  

Pelatihan Sertifikasi Manajemen Media, Pelatihan Bahasa Inggris dengan Pelatihan 
Mentoring Leader yang dilaksanakan di Badan Penilitian, Pengembangan, Pendidikan dan 
Pelatihan Hukum dan Peradilan Megamendung Tanggal 15 Sampai Dengan 29 September 
2019 yang diikuti Oleh: Samuel Ginting, SH., MH (Ketua Pengadilan Negeri Namlea) 

- Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 
1. Bimbingan Teknis  dan Pembinaan di Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Januari 

2019 yang diikuti oleh:  
a. Samuel Ginting, SH., MH   (Ketua Pengadilan) 
b. Yogi Rachmawan, SH., MH   (Wakil Ketua) 
c. Iksandiaji Yuris Firmansah, SH., M.Kn (Hakim) 
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2. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang 
dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Februari 2019 yang diikuti oleh: 
a. Samuel Ginting, SH., MH   (Ketua Pengadilan) 
b. Yogi Rachmawan, SH., MH   (Wakil Ketua) 
c. Dum V.V. Matauseja, SH., MH  (Panitera) 
d. Yonri Coosyan Batoek, S.Kom  (Sekretaris) 

3. Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon yang dilaksanakan di Pengadilan 
Tinggi Ambon pada tanggal 24 Juli 2019 yang diikuti oleh: 
a. Samuel Ginting, SH., MH   (Ketua Pengadilan) 
b. Dum. V.V. Matauseja, SH., MH  (Panitera) 

4. Kegiatan Short Couse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual 
(HAKI) yang dilaksanakan di Hotel Natsepa Resort dan Confrence Center pada 
tanggal 28 sampai dengan 30 April 2019 yang diikuti oleh Iksandiaji Y. Firmansah, 
SH., M.Kn (Hakim) 

5. Bimbingan Teknis SIPP 3.2.0-6 untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar 
dan Sekitarnya TA 2019 yang dilaksanakan di Hotel Novotel tanggal 12 Sampai 
Dengan 14 Agustus 2019 yang diikuti oleh 3 orang Peserta, diantaranya: 
Samuel Ginting, SH., MH  (Ketua Pengadilan) 
Ashari Marasabessy, SH  (Panitera Muda Pidana) 

 Meidiyanto, SE (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan 
Pelaporan) 

6. Sosialisasi Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan di Pengadilan 
Tinggi Ambon tanggal 25 September 2019 yang diikuti oleh: Nike Gaspersz, S.AP 
(Kasubag Kepegawaian dan Ortala) 
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A. Pengelolaan Keuangan 

Secara umum, pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Namlea Kelas II mengelola 2 (dua) DIPA yang 

terinci dalam 3 (tiga) program yaitu : 
 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung (Non Teknis), 

dengan anggaran sebesar Rp. 3.847.595.000,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta 

lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Non Teknis), dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 460.000.000,- (Empat Ratus Enam puluh juta rupiah). 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Teknis), dengan anggaran sebesar                      

Rp. 52.450.000,- (Lima puluh dua juta dua empat ratus lima puluh ribu rupiah). 
 

Adapun pengelolaan anggaran pada kedua DIPA tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jenis 

belanjanya adalah sebagai berikut : 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung (Non Teknis) 
 

Belanja Pegawai 

Pagu (Revisi ke 06 tanggal 20 November 2019) 
MAK URAIAN PAGU (Rp.) 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 888,531,000 
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,000 
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 74,957,000 
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19,856,000 
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 42,750,000 
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 585,820,000 
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 82,399,000 
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 52,650,000 
511129 Belanja Uang Makan PNS 192,944,000 

 

PENGELOLAAN KEUANGAN,  
SARANA dan PRASARANA,  

dan TEKNOLOGI INFORMASI 
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511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24,795,000 
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 86,400,000 

JUMLAH 2,051,127,000 
  
 

 

Realisasi 
 

MAK URAIAN PAGU (Rp) 
REALISASI 

SISA DANA 
Rp % 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 888,531,000    903,665,680  101.70% (15,134,680 ) 
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,000                 18,461  73.84%       6,539  
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 74,957,000       75,929,494  101.30%         (972,494)  
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 19,856,000         20,010,227  100.78%             

(154,227) 
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 42,750,000          30,690,000  71.79% 12,060,000 
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 585,820,000       597,880,000  102.06% (12,060,000) 
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 82,399,000      86,388,029  104.84% (3,989,029) 
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 52,650,000         52,794,180  100.27%         (144,130)  
511129 Belanja Uang Makan PNS 192,944,000      177,220,000  91.85% 15,724,000  
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 24,795,000         25,715,000  103.71%         (920,000)  
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan 

Hakim 
86,400,000    86,400,000  100.00%                  -  

Total 2,051,127,000 2,056,711,071 100,27% (5,584,071) 

 
 
 

Belanja Barang 

Pagu (Revisi ke 06 tanggal 20 November 2019) 

MAK URAIAN PAGU (Rp)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran                        93,600,000 
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                          5,100,000 
521115 Honor terkait Operasional Satker                        48,960,000 
521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi                        25,000,000 
522111 Belanja Langganan Listrik                        15,000,000 
522112 Belanja Langganan Telepon                          1,500,000 
522113 Belanja Langganan Air                          6,000,000 
521111 Belanja Keperluan Perkantoran                      101,700,000 
522141 Belanja Sewa Rumah Dinas                        56,500,000 
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                        67,000,000 
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                        36,500,000 
524111 Belanja Perjalanan Biasa                        15,000,000 

                 471,860,000 J u m l a h
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Realisasi 
MAK URAIAN PAGU (Rp) REALISASI  SISA DANA 

   Rp %  
521111 Belanja Keperluan Perkantoran            93,6000,000              93,600,000 100.00 %                              - 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat              5,100,000                  5,100,000 100.00 % - 

521115 Honor terkait Operasional Satker             48,960,000                48,960,000 100.00 %                                  - 

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi              25,000,000 25,000,000 100.00 % - 

522111 Belanja Langganan Listrik             15,000,000 10,255,500 68,37 % 4,744,500 

522112 Belanja Langganan Telepon                1,500,000 1,500,000 100.00 % - 

522113 Belanja Langganan Air                6,000,000 6,000,000 100.00 % - 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 101,700,000 88,210,000 86.74 % 13,489,500 

522141 Belanja Sewa Rumah Dinas 56,500,000 56,500,000 100.00 %                                  - 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan            67,000,000 67,000,000 100.00 % - 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin            36,500,000 36,500,000 100.00 % - 

524111 Belanja Perjalanan Biasa            15,000,000 14,997,000 99.98% 3,000 

J u m l a h  471,860,000 453,623,000 96.14 % 18,237,000 

 
 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Non Teknis) 

Belanja Modal 

Pagu (Revisi ke 06 tanggal 20 November 2019)  
 

 

MAK URAIAN PAGU (Rp)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 335,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Laptop Hakim) 39,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Jaringan Internet BA.BUN) 86,000,000

460,000,000J u m l a h
 

 

Realisasi 
 
  

 

 

Rp %

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin           335,000,000               334,542,479 99.86%                       457,521 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop)              39,000,000                  38,475,000 98.65%                       525,000 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (jaringan)              86,000,000                  85,985,000 99.98%                          15,000 

4 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 5 9 , 0 0 2 , 4 7 9 9 9 . 7 8 %             9 9 7 , 5 2 1  J u  m  l a h

REAL I SASIMAK URAI AN P AGU (Rp) SI SA D ANA
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Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Teknis) 

Belanja Barang 

Pagu (Revisi ke 03 tanggal 20 November 2019) 
 

MAK URAIAN PAGU (Rp)

521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 1,500,000
521211 Belanja bahan 17,300,000
521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000
522131 Belanja jasa konsultan 24,000,000
524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota 5,150,000

52,450,000J u m l a h
 

 
 

 

 
Realisasi 

 
 

 

 

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Administrasi 

 Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Keuangan meliputi:  

1. Administrasi Tata Persuratan, 

2. Administrasi Perlengkapan, 

3. Administrasi Perencanaan, 

4. Kerumahtanggaan. 

 

 
 

Rp %
521114 Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat 1,500,000             1,500,000 100.00%                               - 

521211 Belanja bahan 17,300,000          17,300,000 100.00%                               - 

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000             4,500,000 100.00%                               - 

522131 Belanja jasa konsultan 24,000,000          24,000,000 100.00%                               - 

524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota 5,150,000             5,150,000 100.00%                               - 

5 2 , 4 5 0 , 0 0 0 5 2 , 4 5 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 % 0To t al

REAL I SASIMAK URAIAN P AGU (Rp) SI SA D ANA
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1. Administrasi Tata Persuratan 

a. Surat Masuk 

Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat-surat dinas (termasuk surat permohonan 

perpanjangan penahanan / ijin penggeledahan, ijin penyitaan) yang ditujukan ke 

Pengadilan Negeri Namlea dan diterima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 

570 surat 

b. Pengelolaan Surat Masuk 

 Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat 

masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Kepala Sub Bagian Umum 

Keuangan lalu diparaf diserahkan ke Sekretaris dan diparaf dan diteruskan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II atau Wakil ketua Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II atau Pelaksana harian Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 

 Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II mendisposisi surat tersebut, 

diselesaikan pada hari itu juga (kecuali Ketua / Wakil dinas luar); 

 Surat kembali ke Panitera / Sekretaris untuk didisposisi. 

 Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera / Sekretaris diselesaikan pada hari 

itu juga;  

 Surat yang didistribusikan selama tahun 2019 sebanyak 570 surat dengan perincian 

sebagai berikut:   

To
ta

l 

Pe
rd

at
a 

Pi
da

na
 

H
uk

um
 

PT
IP

 

U
m

um
 

Ke
ua

ng
an

 

Ke
pe

ga
w

ai
an

 

Ke
te

ra
ng

an
 

626 35 253 18 20 118 134  

 

 Surat yang memerlukan Jawaban / tanggapan, masing-masing telah dijawab / 

ditanggapi oleh bagian yang berwenang. 
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c. Pengelolaan Surat Keluar 

 Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor sesuai kode surat dan 

tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian 

Umum dan Keuangan sebagai arsip sebanyak 480 Surat 

 Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-

surat yang sangat mendesak / penting dikirim hari itu juga melalui kurir. 

 

2. Administrasi Perlengkapan  

 Pencatatan aset / barang milik negara, dan setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa 

setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan 

pencatatan/penginputan kedalam Aplikasi SIMAK/BMN. 

 Pencatatan Barang-barang Persediaan (ATK). 

 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. 

 Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun. 

 Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Alat 

Angkutan. 

 Pembuatan laporan Neraca (SIMAK BMN) ke Sub Bagian Umum dan Keuangan dilaksanakan 

dilaporkan setiap akhir bulan. 

 Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait. 

 Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. 

 Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan 

penghapusan. 

 Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). 

 Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang 

masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

 Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan. 

 Perawatan AC dan Komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

 Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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3. Administrasi Perencanaan 
 

 Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang,  

 Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 

 Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun 
 

4. Kerumahtanggaan 
 

Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengelolaan 

Perawatan / Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor, Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan 

Kantor. 
 

a. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

a. Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh 

bagian umum dan keuangan atau pihak ketiga sesuai kebutuhan. 

b. Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 (tiga) bulan sekali 

oleh bagian umum dan keuangan atau pihak ketiga sesuai kebutuhan. 
 

b. Keamanan 

 Menyusun Uraian Tugas serta jadwal Satuan Pengamanan setiap tahunnya. 

 Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan Staf sub 

Bagian Umum dan Keuangan dan Tenaga Satuan Pengamanan setiap akhir bulan. 

 Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari 

dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf Sub Bagian Umum. 

 Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM) 

apabila diperlukan. 

 Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. 

 Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, 

Listrik dan Komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci 

dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan. 

 Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh 

Petugas Keamanan. 
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 Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di 

lingkungan kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan. 
 

c. Kebersihan 

 Menyusun Uraian Tugas Petugas Kebersihan dan penanggung jawab Petugas 

kebersihan (Pramubakti). 

 Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan Uraian tugas tersebut; 
 

Disamping tugas-tugas tersebut di atas Sub Bagian Umum dan Keuangan juga bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima kepada 

pencari keadilan. 
 

B.  Pengelolaan sarana dan prasarana Peradilan 

1.  Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan 

a. Pengadaan. 

Dalam tahun 2019 terdapat pengadaan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berupa Pengadaan 

Kendaraan Bermotor (Roda 4 sebanyak 1 unit, Roda 2 Sebanyak 2 unit), Pengadaan Laptop 

untuk Hakim sebanyak 3 unit, dan pengadaan jaringan internet) 

b. Pemeliharaan 

Dalam tahun 2019 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung  baik itu 

yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut  : 

o Pemeliharaan yang bersumber dari belanja barang sebagai berikut  : 

1. Perawatan gedung dan halaman kantor Pengadilan Negeri Namlea Kelas II senilai                    

Rp. 67.000.000. 

c. Penghapusan 

Dalam tahun 2019, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan 

Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Negeri Namlea    
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Keadan Aset berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II 

Tahun 2019 

Tanah 

 Keadaan Aset berupa Tanah pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II per 31 Desember 2019 sebagai 

berikut : 
          

No Uraian Kuantitas (M2) Nilai (Rp)

1 Tanah untuk Pembangunan Kantor Baru 9596 786,872,000                            
2 - - -

786,872,000                        Jumlah
 

 
 

 

2. Sarana dan prasarana Fasilitas Kantor. 

a.   Pengadaan 

Terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor dalam tahun 2019 yang tercakup 

dalam 1 (satu) sub komponen Layanan Internal dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sub Komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk Operasional Pimpinan/ 

Ketua Pengadilan berupa 1 Unit Mobil Toyota Rush senilai Rp 285.662.479 sesuai SP2D 

Nomor 190611301007465 tanggal 08 April 2019 

2. Sub Komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk Operasional Pimpinan/ 

Panitera/ Sekretaris berupa 2 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 150 CC dan Mio 

M3 125 cc senilai Rp 47.160.000 sesuai SP2D Nomor 190611301010809 tanggal 08 Mei 

2019 

3. Sub komponen Pengadaan Alat Pengolah Data dam Komunikasi Pendukung SIPP yang 

terdiri dari Pengadaan 3 (tiga) unit Laptop untuk Hakim sesuai SP2D Nomor 

190611302004661 tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 38.475.000 dan kwitansi nomor: 

KWI/SO012190617640920/PKM-P1906-1633216 tanggal 25 Juni 2019; 

4. Sub komponen Pengadaan Jaringan Internet dan Alat Pengolah Data Pendukung E-

Court yang terdiri dari Pengadaan 1 (satu) unit Router Mikrotik, 3 (tiga) Unit Switch Hub, 

5 (lima) Unit Router Wifi/ Acces Point, 1 Unit Monitor, 3 Rol Kabel UTP Belden CAT 6 

dan 3 dos RJ45 Connector  Senilai Rp 85.985.000 (BA-BUN) sesuai SP2D Nomor 
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190611304002731 tanggal 20 September 2019 dan Berita Acara Serah Terima nomor 

W27-U6/329/BASTP/09/2019 tanggal 18 September 2019; 

Dalam tahun 2019 telah diadakan pembelian barang persediaan dengan rincian sebagai 

berikut: 

 Untuk DIPA 01, senilai Rp. 25.000.000. 

 Untuk DIPA 03, senilai Rp.   4.500.000. 

C. Pemeliharaan 

Dalam tahun 2019 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas 

gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut  : 

-  Pemeliharaan inventaris kantor termasuk perawatan kendaraan dinas roda empat dan 

roda dua senilai Rp. 36.500.000 

c.  Penghapusan.  

Penghapusan terhadap aset berupa Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 tidak ada 

dikarenakan Pengadilan Negeri Namlea merupakan satuan kerja baru yang dibentuk tanggal 

22 Oktober 2018 dan mulai beroperasional tanggal 1 November 2018 

 

Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II per 31 Desember 2019 beserta mutasi selama tahun 2019 dapat kami uraikan sebagai 

berikut  : 
    

Keadan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II Tahun 2019 
  

Keadaan Aset Peralatan dan Mesin Pengadilan Negeri Namlea Kelas II per 31 Desember 2019 adalah 

sebagai berikut  :  
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Jenis Transaksi: Pembelian 

Kuantitas Satuan  Nilai (Rp) 
132111
3.02.01.01.003 Station Wagon 1 Unit                    285,662,479 
3.02.01.04.001 Sepeda Motor 2 Unit                      48,880,000 
3.06.01.02.135 LCD Monitor 1 Buah                        5,193,800 
3.10.01.02.002 Laptop 3 Buah                      38,475,000 
3.10.02.04.002 Router Mikrotik 3 Buah                        6,257,250 
3.10.02.04.021 Kabel UTP 1 Unit                      58,009,950 
3.10.02.04.023 Wireless Access Point 1 Unit                        9,051,750 
3.10.02.04.024 Switch Hub 6 Unit                        7,472,250 

18                459,002,479 

Kode Uraian 31 Desember 2019

PERALATAN DAN MESIN

JUMLAH
 
Jenis Transaksi: Transfer Masuk 

Kode Uraian 
31 Desember 2019 

Kuantitas Satuan  Nilai (Rp)  
132111 PERALATAN DAN MESIN 
3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 17 Buah 89,000,000 

3.05.02.01.003 Kursi Besi/ Metal 16 Buah 30,200,000 

3.05.02.01.004 Kursi Kayu 3 Buah 8,400,000 

3.05.02.04.004 A.C Split 6 Buah 29,100,000 

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Suplly (UPS) 4 Buah 10,136,000 

3.06.02.07.005 Finger Printer Time And Attandance Acces Control 1 Buah 7,545,000 

3.10.01.01.999 Komputer Jaringan Lainnya 1  17,840,000 
3.10.01.02.001 PC Unit 8 Buah 87,689,600 
3.10.01.02.002 Laptop 2 Buah 21,780,000 

3.10.02.03.003 Printer  4 Buah 8,000,000 

3.10.02.04.001 Server 2 Buah 123,910,000 

3.10.02.04.014 Rak Server 1 Buah 9,866,590 
JUMLAH 65         444,867,190 

 
Selama tahun 2019, terjadi mutasi aset peralatan dan mesin (gabungan intrakomptabel dan 

ekstrakomptabel) dengan perincian  sebagai berikut: 
              

Jenis Transaksi Kuantitas (unit) Nilai (Rp)
Saldo awal (1 Januari 2019) - -
Perubahan (1 Jan - 31 Des 2019)
Pembelian 18 459,002,479                     

Transfer Masuk 65 444,867,190                     
Saldo Akhir per 31 Desember 2019 83                                903,869,669                 

ATAN PELAYANAN PUBLIK 
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

 

- Implementasi E-Court 

Sejak digulirkannya kebijakan untuk mempermudah pelayanan terutama di Kepaniteraan, maka 

sejak Desember 2019 telah diuji-coba pelaksanaan e-Court sebagai sarana pendaftaran  
 

- Implementasi SIPP 

Guna menunjang proses peradilan yang lebih modern, efektif, efisien, low-cost, akuntabel dan 

transparan maka Pengadilan Negeri Namlea Kelas II menerapkan suatu sistem teknologi informasi 

terkini yang diyakini dapat memberikan banyak manfaat guna pemenuhan visi, misi maupun blue 

print Mahkamah Agung RI secara lebih  baik dan terukur.  

Disadari untuk implementasi teknologi informasi memang membutuhkan sumber daya manusia 

yang mumpuni dan sumber dana yang baik, namun kondisi saat ini membuat munculnya kreatifitas 

untuk mengakali kekurangan yang ada menjadi kelebihan yang bisa sama-sama memberikan 

manfaat bagi kelancaran proses peradilan dan terutama demi memberikan pelayanan prima bagi 

para pencari keadilan. 

Pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dalam tahun 2019 telah dikembangkan teknologi informasi 

berupa : 

 Perbaikan Sistem Jaringan Komunikasi Data lewat kabel maupun Wireless bagi para pegawai 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 

 Perbaikan Hotspot untuk diakses pengunjung pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 

 Pengaktifan Aplikasi monitoring MIS; 

 Mendukung Meja Informasi dalam ketersediaan Hardware, Software maupun Brainware 

dengan meng-aplikasikan PTSP ++ secara maksimal; 

 Perawatan berkala jaringan komunikasi data, server maupun personal computer; 

 Kecepatan dan kehandalan dalam memberikan saran, solusi maupun memperbaiki berbagai 

kendala menyangkut teknologi informasi; 

 Pengawasan tertib dan dewasa penggunaan internet melalui pembatasan akses di Mikrotik 

Router;    
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A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja Peradilan 

Indonesia yang unggul/ prima (Indonesia Court Performance Excellent/ ICPE). Upaya penjaminan 

mutu Pengadilan Negeri Namlea dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang 

mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

yang terdiri dari aspek Leadership, Costumer Focus, Process Management, Strategic Planning, 

Resources Management, Document System dan Performance Result. Dengan sistem penjaminan 

mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah 

implementasi, sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang 

meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Namlea. 

 Dokumen dalam penjaminan mutu ini meliputi Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan, Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan dokumen pendukung lainnya. 

 Motto yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Namlea adalah the BEST, Bersih, Egaliter, 

Sederhana dan Transparan. 

Rencananya Pengadilan Negeri Namlea akan dilaksanakan penilaian oleh Pengadilan Tinggi 

Ambon menurut jadwal pada bulan Mei Tahun 2020. 
 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Aspek kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting bagi eksistensi setiap lembaga di 

dalamnya, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Untuk 

menjaga kepercayaan tersebut, Pengadilan Negeri Namlea berusaha memberikan pelayanan sebaik 

mungkin bagi masyarakat/ publik pengguna layanan di Pengadilan diantaranya Pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP). PTSP menempatkan perwakilan dari bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan, 

sehingga mempermudah masyarakat yang mempunyai keperluan di Pengadilan. 

 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
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C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Kios-K untuk mengecek jadwal sidang, membuat surat keterangan online dengan aplikasi 

eraterang, mendaftarkan perkara lewat pojok E-Court dan menyediakan layanan pembayaran di 

tempat dengan mesin EDC dengan kerjasama dengan pihak Bank. 

 

 

 

Dengan adanya Kios-K ini dapat dijadikan sebagai suatu 

inovasi terbaru bagi Pengadilan Negeri Namlea, karena 

dapat dijadikan sebagai suatu alat dengan multifungsi 

dan multi guna yang bersentuh langsung dengan para 

pencari keadilan, sehingga masyarakat tidak perlu 

berhubungan langsung dengan bagian kepaniteraan 

dan dapat secara langsung merasakan implementasi 

sistem peradilan secara elektronik. Selama ini 
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pelaksanaanya masih sangatlah manual, dimana 

masyarakat harus bertemu dengan bagian kepaniteraan 

atau panitera pengganti untuk menanyakan informasi 

terkait perkara seperti jadwal hari sidang, agenda 

persidangan dll. Namun dengan adanya Kios-K ini 

masyarakat sangatlah terbantu dan secara langsung 

dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan 

perkembangan teknologi  informasi yang telah 

dicanangkan Mahkamah Agung RI demi terwujudnya 

sistem Peradilan yang Modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. INTERNAL 
 

Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara, maka Pengawasan Internal 

sebagai pengendalian harus terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap bawahan secara 

preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan Atasan Langsung ini paling potensial karena jarak antara obyek dengan subyek 

pengawasan berjarak dekat sehingga setiap gejala ketimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat 

terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara 

lebih dini dan lebih cepat. 
 

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Tugas 

Pengawasan dan Pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung RI. menjadi kewenangan setiap Atasan 

Langsung dalam jenjang structural sebagai konsekuensi logis faktor kedekatan jenjang. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, apabila terjadi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan SOP maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara 

prestasi kerja bawahan pun diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

 

Untuk Para Hakim pun diterapkan aturan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 

di mana mengatur tentang pengawasan, pembinaan Hakim diikuti hukuman bagi yang tidak disiplin atau 

penghargaan bagi yang berprestasi. 

 

B.    EVALUASI 

Evaluasi terhadap pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II telah dilaksanakan 

dengan baik oleh setiap pimpinan setiap hari dan oleh Hakim pengawas bidang yang juga berfungsi 

sebagai internal auditor sebagai salah satu komponen utama dari persiapan Akreditasi Penjamin Mutu 

untuk Tahun 2020 mendatang. Setiap hasil di evaluasi pada Rapat Pimpinan, Rapat Tinjauan Manajemen 

 

PENGAWASAN 
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Tim Akreditas Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dan Rapat Bulanan yang hasilnya 

dituangkan dalam notulen rapat. 
 

Rencananya, dalam tahun 2020 akan dilaksanakan evaluasi oleh Pengadilan Tinggi Ambon sebagai 

langkah evaluasi, koreksi dan pencegahan dari Pengadilan Tinggi Ambon.  
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A. Kesimpulan 

 

Pengadilan Negeri Negeri  Namlea Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khusus 

dalam wilayah Hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasaran 

yang ada. 

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Negeri Namlea Kelas II telah dilakukan sesuai 

peraturan yang ada secara berjenjang demi menjamin tertibnya administrasi baik administrasi 

Peradilan maupun Administrasi Umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam Rapat 

yang secara Rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal telah ditunjuk Hakim pengawas 

bidang yang juga berfungsi sebagai internal auditor walaupun belum mengikuti pelatihan auditor. 

Secara umum kualitas administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, namun masih terdapat 

kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kinerja 

jika dibandingkan dengan volume pekerjaan. 

 Dari laporan yang telah kami paparkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa Pengadilan Negeri 

Namlea telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan-aturan yang ada, namun masih 

terkendala dan hambatan berupa minimnya pegawai dan sarana prasarana kantor yang tidak 

menunjang dikarenakan ruangan kerja yang ada sedikit dan sempit. 

 

 

 

 

 

 

P E N U T U P 
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B. Rekomendasi. 

1. Sejak diresmikan pada bulan Oktober Tahun 2018 Pengadilan Negeri Namlea yang adalah Satuan 

Kerja baru belum memiliki aset tetap berupa gedung kantor, dan pada tahun 2019 kemarin 

Pengadilan Negeri Namlea telah mengusulkan Pembangunan Gedung Kantor baru kepada 

Sekretaris Mahkamah Agung RI, namun belum ada realisasinya mengingat beberapa faktor 

pertimbangan yang antara lain Bangunan yang ditempati saat ini adalah pinjaman dari Pemerintah 

Kabupaten buru untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sesuai yang tertuang dalam MoU atau Surat 

Perjanjian Kerjasama. 

 

2. Dari data kepegawaian, maka dipandang perlu adanya penambahan Hakim maupun pegawai 

pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II karena saat ini beban kerja menjadi meningkat 

dikarenakan kekurangan staf/ tenaga yang sesuai dengan bidang kompetensi. 

 

3. Jika ada formasi penempatan CPNS lagi mohon diperhatikan agar dapat merekrut CPNS yang 

berasal dari wilayah Kabupaten Buru, supaya nantinya pegawai negeri sipil tersebut tidak 

meminta mutasi atau pindah tugas ke wilayah lain. 

 

4. Pemberdayaan sumber daya manusia Yudisial maupun non yudisial sangat perlu ditingkatkan 

melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan terpusat mengingat selalu ada perubahan-perubahan 

mendasar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan harus dilaksanakan secara cepat, 

tepat dan akuntabel serta terkait pula dengan penataan dan pengelolaan pelaporan tingkat satuan 

kerja yang harus dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik 

dan benar. 

 
5. Dipandang perlu secara berkala mereviu atau lebih memperhatikan skill maupun kompetensi 

pegawai terutama yang menduduki atau yang diusulkan untuk menduduki struktur organisasi 

karena akan berdampak pada efisiensi kerja antar lini yang terasa sangat menghambat pencapaian 

tugas karena sikap acuh pimpinan bagian atau diduga  lack of competence?  

 
6. Sebagai salah satu Satker Baru, maka kami merasa perlu adanya pembenahan secara 

berkesinambungan berupa penambahan / peremajaan baik infrastruktur maupun fasilitas pada 
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Pengadilan Negeri Namlea kelas II agar dapat tetap memacu diri menuju Peradilan Modern yang 

dicita-citakan bersama. Hal tersebut telah kami tuangkan pada RKA K/L setiap tahun nya namun 

sering tidak terpenuhi karena alokasi dana yang terbatas. 

 
 

7. Perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung untuk pengadaan Mes Pegawai, karena mengingat 

pegawai Pengadilan Negeri Namlea Kelas II yang berasal dari luar daerah tinggal di rumah 

kontrakan atau kos kosan, yang apabila dibandingkan dengan pendapatan dan kemahalan pada 

Kabupaten Buru (pendapatan kecil, tingkat kemahalan tinggi), dan saat ini Pengadilan Negeri 

Namlea sudah menerima alih status tempat sidang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor: 516/SEK/SK/VII/2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah dana tau 

Bangunan Tempat Sidang (Zitting Plaat) Pengadilan Negeri Ambon menjadi tanah atau Bangunan 

Mess Pengadilan Negeri Namlea tanggal 12 Juli 2019 

 

8. Perlu adanya penambahan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) untuk operasional 

perkantoran sehari-hari, mengingat saat ini Pengadilan Negeri Namlea hanya memiliki Satu unit 

Roda 4 dan dua unit Roda 2. 

 
 

 


